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Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
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atas kontribusi Anda
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TAHUKAH ANDA?

Cara umum hitung PPh bagi UMKM H2 =W aaWIv|[RPA0N e’
bagi WP Orang Pribadi

Dikali Norma
Penghasilan Penghitungan Dikurangi
Bruto Penghasilan PTKP
Neto

Dikali tarif

progresif
s.d. 30%




TAHUKAH ANDA?

Cara umum hitung PPh bagi UMKM H2 =W aaWIv|[RPA0N e’

bagi WP Badan

Tentukan

Penghasilan
Bersih dgn
Pembukuan

Hitung

penghasilan
kena pajak

Dikali tarif PPh |

Badan 25%
atau Pasal 31E

12,5%
(50% x 25 %)




TAHUKAH ANDA?

CE[ER il MM oETe[MELIVYIN\Rsejak berlakunya PP 46 tahun 2013
bagi WP Orang Pribadi & WP Badan

Dikali tarif 1%
bersifat FINAL

Penghasilan
Bruto
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Mendorong peran serta masyarakat
dalam kegiatan ekonomi formal
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Lebih memberikan keadilan m‘“‘%
Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban . %o

perpajakan o

Memberi kesempatan berkontribusi bagi
negara

Pengetahuan tentang manfaat pajak
bagi masyarakat meningkat
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SUBJEK PAJAK

Orang Pribadi
Jangka waktu 7 tahun

Badan Usaha, berbentuk:
e PT, dengan jangka waktu 3 tahun

® CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak:
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku
WP Baru : Tahun Pajak terdaftar



WP TIDAK DIKENAI PP INI
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WP yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 17

(Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak-
Tahun Pajak bertkutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)

WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh
Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010

BUT

CV atau Firma yang:

* dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki
keahlian khusus; dan

* menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas




OBJEK PAJAK

Peredaran bruto Omzet ditotal dari

Penghasilan (omzet) setahun seluruh
dari USAHA* tidak melebihi gerai/outlet, baik
Rp 4,8Miliar pusat atau cabang

*USAHA antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los
kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan
usaha lainnya



Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari
__ tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan,

- yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari
usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang

Dalam hal WP Orang Pribadi suami istri yang menghendaki
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
(PH) atau isterinya menghendaki memilih untuk
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
(MT), peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan
penggabungan peredaran bruto usaha dari
suami dan isteri




BUKAN OBJEK
i P\)%R\‘M \

Peng hasilan dari jasa sehubu ngan denga N Pekerjaan Bebas
Misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, arsitek, pemain musik,
pembawa acara, dll

Penghasilan di Luar Negeri

Penghasilan yang dikenai PPh Final
Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang
diatur berdasarkan PP

Penghasilan yang dikecualikan sebagai
objek pajak




Dipotong atau
Setor sendiri dipungut oleh
Pemotong atau

Pemungut *

*WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP



KETENTUAN PERALIHAN ot
|\ )

PP berlaku
Awal tahun
pajak 2018 |

‘ Berlaku ketentuan PP 46/2013

Akhir tahun
pajak 2018

Berlaku ketentuan PP ini

Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 tidak lagi memenuhi ketentuan WP
berdasarkan PP ini, maka:

» WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018
« WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019




Manfaatkan )

Untuk turut membangun negeri

Untuk turut mengajak UMKM lain
membangun negeri bersama-sama
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